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1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Re ublik Indonesia
Tahun 1945;

Mengingat

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebag imana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, p rlu menetapkan
Peraturan Gubemur tentang Pengelolaan Pendapatan dari
Participating Interest 100/0 (Sepuluh Pers n) pada Wilayah
Kerja Minyak dan Gas Bumi;

c. bahwa dalam rangka pengelola pendapatan
participating interest 10% (sepuluh pe sen) diperlukan
suatu pedoman sebagai landasan hukum dalam
pelaksanaannya;

b. bahwa pendapatan dari participating inter. st 10% (sepuluh
persen) di wilayah kerja minyak dan gas bumi di Provinsi
Kalimantan Timur harus dikelola deng baik sebagai
bagian pendapatan daerah dan dip rgunakan bagi
pembangunan daerah;

interest 100/0
inyak dan gas

optimalisasi pengelolaan participating
(sepuluh persen) pada wilayah kerja
bumi;

a. bahwa dalam rangka mengembangkan d n meningkatkan
pertumbuhan ekonomi daerah di Pro insi Kalimantan
Timur diperlukan usaha untuk menamb h dan memupuk
sumber pendapatan daerah sekali mendorong

Menimbang

GUBERNURKALIMANTANTIMUR,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PENGELOLAANPENDAPATANDARI PARTICIPATING INT REST 10%
(SEPULUHPERSEN)PADAWILAYAHKERJAMINYAKDA GASBUMI

TENTANG

NOMOR 9 TAHUN 2022

SALINAN
PERATURANGUBERNUR KALIMANTANTIMU



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah om Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan an Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indon sia Tahun 1956
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negar Nomor 1106)
sebagaimana telah diubah dengan Undan -Undang Nomor
10 Tahun 1957 tentang Pembentukan D erah Swatantra
Propinsi Kalimantan Tengah dan Peng bahan Undang­
Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Le baran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia No or 1284);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi (Lembaran Negara Re blik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4152) seb gaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (LembaranNegara Re ublik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan mbaran Negara
Republik Indonesia Republik Indonesia N mor 6573);

4. Undang-Undang Nomor40 Tahun 2007 t ntang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik I donesia Tahun
2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran egara Republik
Indonesia Nomor4756) sebagaimana tel diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indon sia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran egara Republik
Indonesia Republik Indonesia Nomor657 );

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran N gara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tam ahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 55 7) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang omor 1 Tahun
2020 tentang Hubungan Keuangan An a Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tam ahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahu 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas umi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20 4 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor
4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Perat ran Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegia n Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran egara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tam
NegaraRepublik Indonesia Nomor5047);
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13.

12.

11.

10.

9.

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahu 2017 tentang
Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Us a Hulu Minyak
dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi H sil Gross Split
(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta un 2017 Nomor
304, Tambahan Lembaran Negara Rep blik Indonesia
Nomor6172);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahu 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran egara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tamlahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6173);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahu 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Le baran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomo 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia No or 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahu 2021 tentang
Perlakuan Pajak Penghasilan atas Peng ihan Partisipasi
Interes pada Kegiatan Usaha Hulu Minya dan Gas Bumi
(Lembaran Negara Republik Indonesia T un 2021 Nomor
201, Tambahan Lembaran Negara Re ublik Indonesia
Nomor6717);

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran egara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 24), Se agaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomo 36 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Pr siden Nomor 9
Tahun 2013 tentang Penyelenggara Pengelolaan
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas umi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 N mor 62);

Peraturan Menteri Energi dan Sumbe Daya Mineral
Republik Indonesia Nomor 37 Tahu 2016 tentang
Ketentuan Penawaran Participating 10 %
(Sepuluh persen) pada Wilayah Kerja inyak dan Gas
Bumi (Berita Negara Republik Indone ia Tahun 2016
Nomor 1795);

Peraturan Menteri Energi dan Sumbe Daya Mineral
Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak fagi Hasil Gross
Split (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 116) sebagaimana telah diub beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri En rgi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2020 te tang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi d Sumber Daya
Mineral Nomor08 Tahun 2017 tentang K ntrak Bagi Hasil
Gross Split (Berita Negara Republik Indo esia Tahun 2020
Nomor780);

7.
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Dalarn Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Timur.
3. Minyak Bumi yang selanjutnya disebut Minyak adalah h sil proses alarni

berupa hidrokarbon yang dalarn kondisi tertekan an temperatur
atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, I lin mineral atau
ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dan proses pen bangan, tetapi
tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lai yang berbentuk
padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan
usaha minyak dan gas bumi.

4. Gas Bumi adalah hasil proses alarni berupa hidrokar on yang dalarn
kondisi tekanan dan temperatur atmosfer beru pa f sa gas yang
diperoleh dan proses penarnbangan Minyak dan Gas Bu i.

5. Wilayah Kerja yang selanjutnya disingkat WK adalah wilayah hukum
pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang terda at di Provinsi
Kalimantan Timur untuk pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan
eksploitasi.

6. Kontraktor Kontrak Kerja Sarna yang selanjutnya disin kat K3S adalah
badan usaha yang memiliki kontrak kerjasama dengan emerintah atau
untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi p da suatu WK
berdasarkan kontrak kerja sarna dengan satuan kerja usus pelaksana
kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi.

7. Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) yang selanju nya disingkat PI
100/0adalah besaran maksimal sepuluh persen part cipating interest
pada kontrak kerja sarna yang wajib ditawarkan oleh k ntraktor kepada
badan usaha milik Daerah atau badan usaha milik negar .

8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingk t BUMD adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modal ya dimiliki oleh
Daerah.

9. Rapat Umum Pemegang Saharn yang selanjutnya dising at RUPS adalah
organ perseroan yang mempunyai wewenang yang idak diberikan
kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas ang ditentukan
dalarn peraturan perundang-undangan dan Zatau ggaran dasar
perseroan.

10. Penerima Penawaran PI 10% adalah BUMDyang ditunj k oleh Gubemur
yang sahamnya 100% (seratus persen) dimiliki oleh Pe erintah Daerah
untuk menerima penawaran PI 100/0dari K3S.

Pasal1

BABI
KETENTUANUMUM

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENDAPATAN DARI PARTICIPATING
(SEPULUH PERSEN) PADA WILAYAH
DANGAS BUMI.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

ENGELOLAAN
NTEREST 10%

ERJA MINYAK
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(2) Persetujuan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (1) itetapkan
dengan Keputusan Gubernur.

(1) Pendapatan yang bersumber dari PI 100/0 terbagi atas:
a. sebesar 90% (sembilan puluh persen) digunakan u tuk kepentingan

pembangunan Daerah yang disetujui oleh RUPS;da
b. sebesar 10% (sepuluh persen) digunakan untuk iaya operasional

dan cadangan umum yang disetujui oleh RUPS.

Pasa15

Bagian Kesatu
Pembagian

BABIII
PEMBAGIANDANPENGGUNAANPI 10%

Pengelolaan PI 100/0 dilakukan oleh BUMD.

Pasal4

BAB II
PENGELOLAPI 100/0

Ruang lingkup Peraturan Gubernur meliputi:
a. pengelola PI 10%;

b. pembagian dan penggunaan PI 100/0; dan
c. penyaluran PI 10%•

Pasa13

Peraturan Gubemur ini bertujuan untuk memberikan k pastian hukum
dalam upaya mengoptimalkan pendapatan Daerah yang ber umber dari PI
10%pada wilayah kerja Minyak dan Gas Bumi di Daerah me alui pengelolaan
yang efektif, berdaya guna, dan akuntabel.

Pasal2

11. Perusahaan Perseroan adalah Perusahaan Perseroan ya g dibentuk oleh
BUMDuntuk mengelola PlIO %.
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Pendapatan yang bersumber dari PI 10% sebesar 900/0 (sembi puluh persen)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a disetorkan oleh
pengelola PI 10% ke kas Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak
penetapan Keputusan Gubemur.

pada ayat (2)

Pasal8

BagianKedua
Penyaluran ke KasDaerah

(3) Kewajiban pengelola PI 10% sebagaimana
meliputi:
a. pajak Minyakdan Gas Bumi; dan
b. biaya investasi capex dan opex.

(2) Hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada ay t (1) diterima
berdasarkan periode pembayaran tertentu dan dite pkan oleh K3S
setelah dikurangi biaya pengelolaan pada WKyang m njadi kewajiban
pengelola PI 10% sesuai perhitungan menurut skema c st recovery atau
gross split.

(1) Hasil pembagian PI 10% atas pengelolaan WK disal rkan oleh K3S
ke dalam rekeningyang ditetapkan oleh pengelolaPI 10%.

Pasal 7

BagianKesatu
Penyaluran dari K3S

BABIV
PENYALURANPI 100/0

(2) Biayaoperasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b rupa:
a. gaji dan honorarium;
b. perjalanan dinas dalam rangka kegiatan PI;
c. biaya rapat;
d. jasa konsultan; dan Iatau
e. pajak dan biaya.

(1) Biaya operasional dan cadangan umum sebagaimana imaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf b digunakan dalam rangka men~ukung kegiatan
pengelolaanPI 10% dengan memperhatikan prinsip efisie si.

Pasal6

Bagian Kedua
Penggunaan
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BERITADAERAHPROVINSIKALIMANTANTIMURTAHUN202 NOMOR9.

RIZAINDRARIADI

ttd

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Februari 2022

Pj. SEKRETARISDAERAH
PROVINSIKALIMANTANTIMUR,

ISRANN OR

ttd

Ditetapkan di Sam .nda
pada tanggal 14 Feb uari 2022

GUBERNUR KALIM

gan Peraturan
aerah Provinsi

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengund
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Kalimantan Timur.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundang

Pasal10

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, perusaha perseroan yang
dibentuk oleh BUMD untuk mengelola PI 10% tetap melaks nakan tugasnya
sampai dengan dibentuknya BUMD pengelola PI 10%.

Pasal9

BABV
KETENTUANPERALIHAN
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